
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR  : 11 TAHUN 2004

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  perlu  didukung  pengadministrasian  keuangan  Daerah 
yang efektif dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a”  di atas, perlu 
mengatur  Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan 
Keuangan  Negara  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3848) ;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851) ;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah 
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2000  Nomor 
296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084) ;

5. Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2001  tentang  Pembentukan 
Kota Tasikmalaya (  Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117 ) ;

6. Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara  (  Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  5  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor   4355  ) ;
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8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000  tentang 
Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi  sebagai 
Daerah  Otonom  (Lembaran  Negara  Tahun  2000  Nomor  54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  104  Tahun  2000  tentang  Dana 
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Tahun  2000  Nomor  201, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah 
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  84  Tahun  2001 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

10.Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  tentang 
Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Tahun  2000  Nomor  202,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4022) ;

11.Peraturan  Pemerintah  Nomor  106  Tahun  2000  tentang 
Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4023) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4024) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara      Nomor 4025);

14.Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran  Negara  Tahun  2000  Nomor  206,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4026) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4090) ;

16.Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001  tentang  Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4138) ;

17.Peraturan Pemerintah  Nomor  66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Informasi 
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2001  Nomor  21, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);

19.Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2003  tentang 
Pengendalian Jumlah Kumulatif  Defisit  APBN dan APBD serta 
Jumlah  Kumulatif  Pinjaman Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 203, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286) ;

20.Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Swadana 
dan Tata Cara Pengelolaannya ;

21.Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Teknik 
Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Bentuk 
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Rancangan Undang-undang,  Rancangan Peraturan Pemerintah 
dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara  Tahun 
1999 Nomor 70 ) ;

22.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman 
Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 25) ;

23.Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003 tentang  Pedoman 
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4330);

24.Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 1980 tentang 
Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum 
Daerah ;

26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;

27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman  Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan 
Keuangan  Daerah  serta  Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran 
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Pelaksanaan  Tata  Usaha 
Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan  Perhitungan  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

30.Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  2  Tahun  2003 
tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya ;

31.Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  3  Tahun  2003 
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan 
Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Kepala  Daerah  beserta  Perangkat 

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
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4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya ;
5. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat 

DPRD  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota 
Tasikmalaya ;

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah  kegiatan  yang meliputi 
keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 
dan pertanggungjawaban APBD ;

7. Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Daerah 
yang  dapat  dinilai  dengan  uang,serta  segala  sesuatu  baik 
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
Daerah  berhubung  dengan  pelaksanaan  Hak  dan  kewajiban 
tersebut  ; 

8. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya 
disebut  APBD,   adalah  Rencana  Keuangan  Tahunan 
Pemerintahan  Kota  Tasikmalaya  yang  disetujui  oleh  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;

9. Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  adalah  Kepala  Badan, 
Dinas  dan  Bagian  Keuangan  yang  mempunyai  tugas 
melaksanakan  Pengelolaan  APBD  dan  bertindak  sebagai 
Bendahara Umum Daerah;

10.Pemegang  Kekuasaan  Umum Pengelolaan  Keuangan  Daerah 
adalah  Kepala  Daerah  yang  karena  jabatannya  mempunyai 
kewenangan  menyelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan 
keuangan  Daerah  dan  mempunyai  kewajiban  menyampaikan 
pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  kewenangan  tersebut 
kepada DPRD ;

11.Kekuasaan  Umum  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah 
kewenangan  menyelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan 
keuangan Daerah ;

12.Rancangan Anggaran Satuan Kerja  yang selanjutnya disingkat 
RASK;  

13.Dokumen Anggaran Satuan Kerja   yang selanjutnya disingkat 
DASK ; 

14.Laporan  Triwulan  adalah  laporan  realisasi  keuangan  setiap  3 
(tiga) bulan sekali;

15.Laporan Semester adalah laporan realisasi  keuangan setiap 6 
(enam) bulan sekali

16.Perbendaharaan  Negara  adalah  Pengelolaan  dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan 
kekayaan yang dipisahkan,  yang ditetapkan dalam APBN dan 
APBD;

17.Kas  Negara  adalah  tempat  penyimpanan  uang  Negara  yang 
ditentukan  oleh  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum 
Negara  untuk  menampung  seluruh  Penerimaan  Negara  dan 
membayar seluruh Pengeluaran Negara; 

18.Bendahara  Umum  Daerah  adalah  pejabat  yang  diberi  tugas 
untuk melakasanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

19.Bendahara  Penerimaan  adalah  orang  yang  ditunjuk  untuk 
menerima,  menyimpan,  menyetorkan,  menatausahakan  dan 
mempertanggungjawabkan  uang  Pendapatan  Daerah  dalam 
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rangka pelaksanaan APBD pada Badan, Dinas  dan Kantor di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; 

20.Bendahara  Pengeluaran  adalah  orang  yang  ditunjuk  untuk 
menerima,  menyimpan,  membayar,  menatausahakan  dan 
mempertanggungjawabkan  uang  untuk  keperluan  belanja 
Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada Badan, Dinas, 
Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

21.Pengguna  Anggaran  adalah  Pejabat  pemegang  kewenangan 
pengguna anggaran pada Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

22.Pengguna  Barang  adalah  Pejabat  Pemegang  Kewenangan 
Penggunaan Barang milik Daerah;

23.Kas  Daerah  adalah  tempat  penyimpanan  uang  Daerah  yang 
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan 
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah;

24.Rekening  Kas  Umum  Daerah  adalah  Rekening  tempat 
penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk 
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh 
Pengeluaran Daerah;

25.Kas adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah pada saat tertentu;

26.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah; 
27.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah; 
28.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai nilai kekayaan bersih;
29.Belanja  Daerah  adalah  kewajiban  Pemerintah  Daerah  yang 

diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
30.Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar 

kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 
anggaran berikutnya;

31.Sisa  lebih  perhitungan  APBD  Tahun  lalu  adalah  selisih  lebih 
realisasi  pendapatan  terhadap  realisasi  belanja  Daerah  dan 
merupakan komponen pembiayaan ;

32.Aset Daerah adalah semua harta  kekayaan milik  Daerah baik 
barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;

33.Barang  Milik  Daerah  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah;

34.Utang  Daerah  adalah  jumlah  uang  yang  wajib  dibayar 
Pemerintah  Daerah  dan/atau  kewajiban  Pemerintah  Daerah 
yang  dapat  dinilai  dengan  uang  berdasarkan  Peraturan 
Perundang-undangan  yang  berlaku,   perjanjian,  atau 
berdasarkan sebab lainnya;

35.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah  Daerah  dan  atau  hak  Pemerintah  Daerah  yang 
dapat dinilai dengan  uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 
lainnya  berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang 
berlaku atau akibat lainnya yang sah;
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